BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, dan
untuk memberikan kepastian hukum penganggaran
pembiayaan Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan
Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemilihan
Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang

Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);




Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




7.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);




12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020
Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016
tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah  Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);

Peraturan Bupati Malang tentang Peraturan Bupati Malang
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 30
Seri D);

Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 46
Seri C);




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 30
Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 30 Seri D) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersifat independen
dan tidak memihak.

(2) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
terdiri dari:

Bupati;

Wakil Bupati;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Kepala Kepolisian Resor;

Kepala Kejaksaan Negeri;

Komandan Komando Distrik Militer;

Sekretaris Daerah;

5ot a0 T

Asisten pada Sekretariat Daerah yang menangani

bidang pemerintahan;

i. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan Desa;

j- Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pengawasan;

k. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan bidang

kepegawaian;




m. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

t.

urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika;

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan;

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan
politik;

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum;

Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya
meliputi perundang-undangan dan  bantuan
hukum;

Sekretaris pada Perangkat Daerah  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa;

Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan

Perangkat Daerah/Instansi yang terkait lainnya.

(3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni

huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Kewajiban Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a.

memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan
tidak memihak;

melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

menerima pengaduan dari pihak yang keberatan
terhadap hasil penetapan penghitungan suara dan
penetapan Calon Kepala Desa terpilih; dan
melakukan pengamanan dan melaporkan tahapan

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.




(2) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Tingkat

Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

adalah sebagai berikut:

a.

merencanakan, mengoordinasikan, dan
menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten,;
melakukan bimbingan teknis pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan
Kepala Desa;

memfasilitasi penetapan jumlah surat suara, kotak
suara dan bilik suara;

memfasilitasi pencetakan surat suara dan/atau
perlengkapan lainnya;

melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa;

memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan
Kepala Desa pada tingkat Kabupaten;

melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa dan melaporkan serta membuat
rekomendasi kepada Bupati;

melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa; dan

memberi arahan dalam pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa untuk mewujudkan ketenteraman dan

ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah.

3. Ketentuan Pasal 76 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Pemerintah Desa dapat menyediakan dana pendukung

yang berasal dari APB Desa yang digunakan untuk

membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa selain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3).

(2) Dana pendukung yang berasal dari APB Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari

Pendapatan Asli Desa.

(3) Dihapus.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 3 Februari 2023

BUPATI MALANG,
ttd.

SANUSI
Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 3 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,
ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 3 Seri D




